BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Penelitian
1. PT Bravo Satria Perkasa
a. Letak Wilayah PT Bravo Satria Perkasa
Kota Yogyakarta merupakan satu-satunya kota daerah disamping daerah
kabupaten yang berstatus Kabupaten Kota Yogyakarta. Terletak di tengah-tengah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas wilayah yang terbentang antara
110.24”9° sampai 110.20” 52’ bujur timur dan 07.49°46° sampai 07.15724°
lintang selatan. Ketinggian wilayahnya rata-rata 114 meter di atas permukaan laut.
PT Bravo Satria Perkasa terletak di Jalan Tegal Lempuyangan DN 111/95

Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas wilayah:

Sebelah Utara : Stasiun Lempuyangan
Sebelah Timur : Jalan Mataram
Sebelah Selatan : Pasar Lempuyangan
Sebelah Barat : Jalan Hayam Wuruk

PT Bravo Satria Perkasa adalah suatu perusahaan penyedia jasa
outsourcing. Perusahaan ini berpusat di Jakarta Timur dan salah satu cabangnya di
Provinsi Yogyakarta. Perusahaan ini bergerak pada jasa outsourcing jenis bidang
jasa keamanan (security). Perusahaan ini bernaung di bawah kepolisian. Pendirian
PT Bravo Satria Perkasa berdasarkan pada Akte Notaris Siti Mariam Muchtar S.

H. Nomor 1 pada tanggal 12 Juli 2002.
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b. Visi, Misi, Komitmen dan Tujuan PT Bravo Satria Perkasa
1) Visi

Optimalisasi keamanan lingkungan usaha dan lingkungan masyarakat
melalui pelayanan keamanan swakarsa.
2) Misi

Memberdayakan potensi masyarakat serta teknologi sebagai sumber daya
utama dalam pelaksanaan keamanan melalui sistem outsourcing.
3) Komitmen

Berkomitmen untuk menyediakan tenaga dan pelayanan keamanan dengan
standar keselamatan yang berkualitas serta menempatkan kebutuhan klien sebagai
prioritas utama.
4) Tujuan

Selalu memberikan kepuasan kepada para pengguna jasa berdasarkan
kebutuhan dan keinginan klien, menjunjung tinggi keterbukaan manajemen dan
mematuhi regulasi yang berlaku.
c. Struktur Manajemen PT Bravo Satria Perkasa

Untuk dapat memperlancar jalannya usaha dari suatu perusahaan, maka
setiap perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang baik. Struktur
organisasi merupakan kerangka kerja yang di dalamnya terdapat sekumpulan
orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama seperti apa yang telah
direncanakan oleh perusahaan tersebut. Untuk menetapkan sebuah organisasi
yang baik, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan diantaranya perumusan

organisasi yang jelas, pemberian tugas pekerjaan, kekuasaan dan tanggung jawab
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yang jelas, pendelegasian kekuasaan, jenjang pengawasan atau rentang kekuasaan
dan adanya saluran komunikasi yang jelas.
Struktur manajemen yang terdapat di PT Bravo Satria Perkasa dapat dilihat

dari bagan berikut:
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Gambar 2. Struktur manajemen PT Bravo Satria Perkasa
(Sumber: company profile PT Bravo Satria Perkasa)
Susunan struktur manajemen PT Bravo Satria Perkasa bersifat vertikal

dengan jabatan tertinggi dalam PT dipegang oleh presiden direktur. Di bawah
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presiden direktur terdapat jabatan direktur yang membawahi tiga general manager
yaitu G.M Operasional, G.M. Finance and Marketing dan G.M. Human Resource.
Masing-masing general manager ini akan membawahi lagi bagian yang lebih
spesifik yaitu region manager, HSE manager, security devices manager untuk
G.M Operational. Finance manager dan marketing manager berada di bawah
G.M Finance & Marketing. Untuk HRD manager, training and education
manager serta GA & logistic manager di bawah G.M Human Resource.

G.M Operational bertugas untuk membawahi wilayah-wilayah operasional
PT Bravo Satria Perkasa serta operasional mengantar security baru ke lokasi tugas
untuk pertama kalinya. G.M Finance and Marketing memiliki tugas untuk
menjaring user baru atau menawarkan proyek serta mengisi form permohonan
perekrutan pekerja dari pihak user. G.M Human Resource memiliki tugas untuk
menyiapkan dan menyeragamkan anggota, membuat Surat Perintah Tugas (SPT)
dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) serta menyiapkan perlengkapan
alat-alat admin untuk di lokasi dinas. Ketiga general manager ini bertanggung
jawab secara langsung kepada direktur.

Masing-masing general manager ini masih membawahi lagi jabatan tertentu
yang dipegang oleh seorang manager. Pekerjaan yang mereka bidangi juga lebih
khusus dan bertanggung jawab secara langsung kepada general manager.
Misalnya saja untuk bagian GM Human Resource, membawahi HRD manager
yang mengurus masalah pekerja mulai dari perekrutan, penempatan sampai
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Training and education manager bertugas

memberikan pelatihan dan pendidikan seputar security untuk pekerja. GA &
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logistic manager sendiri bertugas menyiapkan kebutuhan logistik untuk pekerja,
misalnya seragam dan alat-alat kerja.
2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta
a. Sejarah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta terletak
di Jalan Brigjen Katamso Nomor 21 Yogyakarta. PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Cabang Katamso ini terdiri atas beberapa kantor unit diantaranya unit
Janti, unit Mataram, unit Timoho, unit Pandeyan, unit Pasar Kembang, unit
Gejayan, unit Lempuyangan, dan unit Pugeran.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso merupakan salah satu
dari dua kantor cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang ada di
Yogyakarta. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso ini berdiri
pada tahun 1969 atas izin Menteri Keuangan pada tanggal 21 April 1969 yang
bertepatan dengan peringatan Hari Kartini. Pada mulanya PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta dinamakan Bank Kartini karena
semua pegawainya adalah wanita. Pemimpin Bank Kartini yang pertama adalah
Ibu Eli Panggabean yang menjabat hingga tahun 1973. Pada tahun 1974
kepemimpinan digantikan oleh Bapak Moh. Syafei dan sekaligus terjadi
perubahan nama dari Bank Kartini menjadi Bank Rakyat Indonesia Katamso.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso saat ini membawahi
24 unit kantor pembantu dan 9 unit ATM. Tingkat kedudukan PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Cabang Katamso berada di bawah kantor wilayah Propinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) pusat di
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Jakarta. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta yang
berlokasi di Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta mempunyai wilayah kerja yang
meliputi wilayah hukum kotamadya Y ogyakarta dan sekitarnya.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta
merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki bidang
usaha dalam sektor simpan pinjam uang. Adapun bidang usaha yang dimiliki PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta hampir sama
dengan bank umum lainnya yaitu mencakup seluruh kegiatan bank umum sebagai
penghumpun dan penyalur dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk
menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

b. Visi dan Misi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

1) Visi

Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan
nasabah.

2) Misi

a) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan
kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan
ekonomi masyarakat.

b) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang
tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan
melaksanakan praktik good corporate governance.

¢) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang

berkepentingan.



58

c. Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso
Yogyakarta

Organisasi dalam dunia perbankan merupakan suatu syarat, mengingat
tanggung jawab terhadap masyarakat yang telah memberikan kepercayaan atas
uang yang disimpannya. Oleh karena itu, lembaga perbankan memegang peranan
penting mengenai baik buruknya dan maju mundurnya suatu ketatalaksanaan
kegiatan.

Susunan tata kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso
Yogyakarta didasarkan pada aturan yang ditetapkan oleh PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) yang berkedudukan di kantor pusat. Struktur organisasi PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta berbentuk garis
dan staff. Susunan tertinggi dipegang oleh pemimpin cabang yang dibantu oleh
beberapa pejabat pembantu untuk membawahi lagi beberapa pegawai yang sesuai

dengan bidang pekerjaannya.
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Tugas masing-masing jabatan tersebut secara umum sebagai berikut:
1) Pemimpin Cabang
Pemimpin tertinggi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang

Katamso Yogyakarta adalah Pemimpin Cabang dengan tugas yang dimilikinya

adalah

a) Memimpin kantor cabang sesuai dengan tugas dan pokok-pokok yang telah
ditetapkan

b) Membina dan mengatur kegiatan usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Cabang Katamso Yogyakarta

c) Atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta
untuk menyelenggarakan urusan-urusan kantor cabang dengan melakukan
tindakan-tindakan sebagaimana termasuk dalam surat kuasa direksi.

d) Mengambil keputusan sampai dengan batas tugas dan wewenang yang dimiliki
serta menentukan dan mengatur pelaksanaan operasional kantor cabang sesuai
dengan kebijaksanaan umum direksi atau kebijaksanaan kantor wilayah.

e) Memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan unit-unit dan sub unit
organisasi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan instansi lainnya
sesuai tugas pokok kantor cabang dalam tugas dan wewenang yang dimiliki.

f) Melaksanakan pengawasan ke dalam terhadap seluruh kegiatan dan
administrasi kantor cabang.

g) Mengawasi dan membina BRI Unit Desa yang menjadi tanggung jawabnya.

2) Marketting Landing Officer (MLO)

Marketing Landing Officer memiliki tugas diantaranya:
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a) Melakukan pemasaran kredit dan jasa bank lainnya

b) Mengatur kewenangan dan pengawasan keputusan

¢) Mengatur keputusan terhadap kebijaksanaan

d) Melakukan pemilihan, pendidikan, pengembangan Senior Account Officer dan
Assistent Accout Officer

3) Manajer Pemasaran

Tugas dari Manajer Pemasaran adalah:

a) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan dari seluruh
pejabat dan staff bagian pemasaran.

b) Melakukan pengawasan terhadap kinerja para pejabat bagian pemasaran

¢) Menyampaikan informasi kepada masyarakat atas produk-produk usaha yang
dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso
Yogyakarta

4) Manajer Operasional

Manajer Operasional mempunyai tugas sebagai berikut:

a) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan dari seluruh
pejabat bagian operasional

b) Menerima hasil kerja dari seluruh bagian operasional.

¢) Melakukan pengawasan terhadap kinerja dari seluruh pejabat operasional

d) Melaporkan hasil kerja dari seluruh pejabat operasional kepada Pemimpin
Cabang.

5) Account Officer (AO)

Account Officer (AO) memiliki tugas sebagai berikut:
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a) Melakukan tindakan lanjut atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon
debitur dengan cara mencari informasi tentang karakter, kegiatan usaha dan
prospek kegiatan usaha dari nasabah pemohon kredit

b) Melakukan analisis kredit terhadap permohonan kredit yang diajukan oleh
calon debitur

¢) Melakukan negosiasi kredit dengan calon debitur

d) Menetapkan struktur dan tipe kredit dari permohonan kredit yang diajukan oleh
calon debitur pemohon kredit

6) Supervisor Administrasi Kredit

Tugas dari Supervisor Administrasi Kredit adalah:

a) Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit

b) Melakukan analisa keuangan

¢) Memelihara kebijkan dan portofolio kredit

d) Mengelola operasi kredit

7) Supervisi Pelayanan Kas

Supervisi Pelayanan Kas memiliki tugas:

a) Mengkoordinir dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan dari seluruh
pejabat bidang pelayanan kas.

b) Melakukan pengawasan terhadap kinerja dari seluruh pejabat bagian pelayanan
kas

¢) Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja dari seluruh pejabat bagian pelayanan

kas
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d) Memberikan laporan hasil kerja dari seluruh pejabat bagian pelayanan kas
kepada Manajer Operasional
8) Payment Point
Tugas dari Payment Point adalah:
a) Menerima setoran uang tagihan PLN, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan
Telkom dari pelanggan.
b) Menata kerja kuitansi tagihan PLN, PBB dan Telkom yang diterima dari
instansi yang bersangkutan serta mengembalikan kuitansi tagihan tersisa.
¢) Memeriksa kebenaran dan keabsahan bukti setor dan dokumen pendukung.
9) Teller
Teller memiliki tugas antara lain:
a) Mengesahkan dan menandatangani bukti kas atau transaksi tunai yang ada
dalam batas wewenangnya
b) Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan bukti
setorannya
¢) Meminta pengesahan kepada pejabat yang berwenang atas transaksi tunai yang
melebihi batas wewenangnya.
10) Supervisor Pelayanan Kas
Supervisor Pelayanan Kas memiliki tugas:
a) Menyetujui tambahan kas awal Teller
b) Membukukan dan mendistribusikan uang kas kepada Teller

¢) Meneliti keabsahan bukti kas yang diterima
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11) Customer Service
Tugas dari Customer Service adalah:
a) Menerima dan menginventarisir keluhan-keluhan nasabah untuk diteruskan
kepada yang berwenang
b) Memberikan informasi saldo simpanan, transfer dan pinjaman bagi nasabah
yang memerlukan
¢) Memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk usaha dan jasa yang
dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso
Yogyakarta
12) Supervisor Pelayanan Intern
Supervisor Pelayanan Intern memiliki tugas diantaranya:
a) Mengadministrasikan semua jenis barang di PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Cabang Katamso Yogyakarta
b) Membina dan menilai kinerja semua personil yang menjadi bawahannya.
c) Menyipkan data pembayaran gaji pejabat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Cabang Katamso Yogyakarta.
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B. Perlindungan Kerja Bagi Pekerja Outsourcing PT Bravo Satria Perkasa di
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta
1. Perlindungan Kerja Untuk Masa Sebelum Bekerja
a. Terbentuknya Perjanjian Kerja Sama Antara PT Bravo Satria Perkasa
dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta
Sebelum terbentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), antara PT
Bravo Satria Perkasa dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) telah
mengadakan perjanjian melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS). Draft dari
Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini isinya lebih banyak dirumuskan oleh PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) sebagai user (pengguna jasa outsourcing). Draft ini
kemudian dirundingkan dengan pihak PT Bravo Satria Perkasa untuk memperoleh
kesepakatan atau terjadi beberapa negosiasi untuk adanya perubahan. Selanjutnya
Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini akan disebut dengan Perjanjian Kerja Sama.
Ketika dicapai kata sepakat antara pihak PT Bravo Satria Perkasa dengan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), maka lahirlah hubungan kerja diantara
keduanya. Hubungan kerja ini melahirkan hak dan kewajiban bagi PT Bravo
Satria Perkasa dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang termuat dalam
Perjanjian Kerja Sama. Isi dari Perjanjian Kerja Sama tersebut salah satunya
adalah bahwa PT Bravo Satria Perkasa sebagai perusahaan penyedia tenaga
outsourcing (vendor) wajib menyediakan jasa security yang akan ditempatkan di
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dengan kriteria dan standar yang telah

ditentukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai pengguna (user).
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Hasil wawancara dengan bagian Supervisor Penunjang Operasional (SPO)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, diketahui
bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang mengadakan Perjanjian Kerja
Sama dengan PT Bravo Satria Perkasa adalah PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) yang berkedudukan di kantor pusat atau kantor wilayah. Mereka selain
berkedudukan sebagai user juga memiliki kewenangan untuk mengambil
kebijakan dengan siapa mereka hendak bekerja sama dalam rangka penyediaan
tenaga security. Alasan pemilihan PT Bravo Satria Perkasa sebagai vendor beserta
penentuan isi Perjanjian Kerja Sama adalah kewenangan PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) yang berkedudukan di kantor pusat atau wilayah. PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) yang berkedudukan di kantor cabang hanya sebagai
pelaksana, termasuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso
Yogyakarta.

Perjanjian Kerja Sama antara PT Bravo Satria Perkasa dengan PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) diwakili oleh dua pihak dimana Pihak I mewakili PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang berkedudukan di kantor wilayah dan Pihak
Il mewakili PT Bravo Satria Perkasa. Materi dari Perjanjian Kerja Sama ini terdiri
dari beberapa pasal yaitu:

1) Pasal 1 tentang Ruang Lingkup dan Jenis Pekerjaan
Berisi ketentuan bahwa ruang lingkup dan jenis pekerjaan adalah penyediaan
tenaga satpam (security)

2) Pasal 2 tentang Mekanisme Penyediaan Jasa Pekerja

Memuat beberapa ketentuan antara lain:
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a) Pihak I meminta kepada Pihak Il untuk menyediakan jasa security
b) Pihak Il setiap saat wajib menyediakan pekerja
c¢) Pihak 1l meminta form permintaan pekerja dari Pihak 1
d) Pihak Il atas permintaan Pihak | menyerahkan daftar pekerja yang
memenuhi syarat
e) Pekerja dari Pihak Il harus memenuhi seleksi diantaranya wawancara,
memenuhi kelengkapan dokumen calon pekerja seperti ijazah, sertifikat
diklat satpam dan lain-lain.
3) Pasal 3 tentang Hubungan Mandiri
Menyatakan bahwa perjanjian yang disepakati kedua pihak memiliki hubungan
yang sama dan sederajat, bukan sebagai atasan dan bawahan
4) Pasal 4 tentang Syarat-Syarat Administratif
Berisi ketentuan bahwa Pihak Il harus menyerahkan syarat-syarat administratif
kepada Pihak | diantaranya copy pengesahan sebagai badan hukum berbentuk
Perseroan Terbatas, copy anggaran dasar yang di dalamnya memuat kegiatan
usaha penyedia jasa pekerja/buruh, copy SIUP dan copy wajib lapor
ketenagakerjaan yang masih berlaku.
5) Pasal 5 tentang Kewajiban Para Pihak
Pihak I memiliki kewajiban diantaranya:
a) Membayar biaya pekerja
b) Menyediakan alat-alat perlengkapan kerja bagi Pihak |1
¢) Memberikan wewenang kepada Pihak Il untuk masuk ruang kerja Pihak |

dalam rangka melaksankan tugas pekerjaan
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Pihak Il memiliki kewajiban diantaranya:
a) Menyediakan pekerja untuk Pihak |
b) Memenuhi syarat-syarat administratif
¢) Menjamin bahwa pekerja Pihak Il akan menjaga nama baik Pihak |
d) Pihak Il wajib menyediakan tenaga pengganti jika diperlukan

6) Pasal 6 tentang Force Majeur
Force majeur adalah bencana tak terduga yang menimpa salah satu pihak, baik
Pihak I atau pun Pihak Il yang terdiri dari gempa bumi, banjir, kebakaran,
epidemi, pemogokan, perang dan huru hara serta pemberlakuan ketentuan
undang-undang yang kesemuanya berhubungan dengan pekerjaan dalam
perjanjian ini.
Berisikan beberapa ketentuan diantaranya:
a) Kewajiban salah satu pihak akan ditaklukan bila terjadi keadaan memaksa

di atas.
b) Pihak yang mengalami force majeur wajib memberitahukan kepada pihak
lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3x24 jam.

7) Pasal 7 tentang Ganti Rugi
Memuat ketentuan jika terjadi kelalaian yang dilakukan oleh para pihak atau
tidak mentaati kesepakatan, maka pihak yang lalai atau ingkar bersedia
membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

8) Pasal 8 tentang Pengawasan

Pasal ini memuat ketentuan:
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a) Pihak | berhak mengawasi pekerjaan dan kualitas pekerjaan dari pekerja
Pihak I
b) Bila ada pekerja dari Pihak Il yang melakukan pelanggaran, maka Pihak I
berhak meminta Pihak Il untuk melakukan tindakan.
9) Pasal 9 tentang Biaya Jasa Outsourcing
Adalah biaya yang dibayarkan oleh Pihak | kepada Pihak Il sebagai biaya atas
penyediaan jasa outsourcing. Biaya jasa outsourcing akan dibayarkan oleh
Pihak Il kepada pekerjanya dan selanjutnya Pihak Il akan melakukan
penagihan (klaim) kepada Pihak | dengan rincian biaya outsourcing sebagai
berikut:
a) Upah pokok
b) Tunjangan premium (tunjangan makan dan transport)
¢) Tunjangan Hari Raya (THR)
d) Uang cuti tahunan
e) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
f) Biaya pengganti cadangan
g) Management fee
h) PPN 10%
10) Pasal 10 tentang Denda
Pasal ini menyatakan bahwa jika kedua belah pihak lalai melaksanakan
kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 5, maka akan dikenakan denda

sesuai dengan yang disepakati.
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11) Pasal 11 tentang Pajak
Menyatakan bahwa pajak akan menjadi kewajiban para pihak sesuai kewajiban
dan ketentuan yang berlaku.

12) Pasal 12 tentang Jangka Waktu Perjanjian
Menyatakan bahwa perjanjian yang disepakati tersebut memiliki jangka waktu
12 (dua belas) bulan.

13) Pasal 13 tentang Pemutusan Perjanjian
Berisi ketentuan bahwa Pihak | berhak secara sepihak memutuskan perjanjian
jika Pihak Il tidak mampu lagi memenuhi kewajiban atau tidak mampu
memenuhi lagi permintaan Pihak I.

14) Pasal 14 tentang Kewajiban Merahasiakan
Pasal ini menyatakan bahwa Pihak Il dan atau pekerja wajib menyimpan segala
rahasia Pihak | dan begitu juga sebaliknya.
Kedua belah pihak juga menyepakati bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini
juga termasuk yang dijaga kerahasiaannya.

15) Pasal 15 tentang Penyelesaian Perselisihan
Memuat ketentuan bahwa apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara
Pihak I dan Pihak Il, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak
tercapai kata sepakat akan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Yogyakarta.

16) Pasal 16 tentang Domisili
Berisi ketentuan bahwa domisili hukum para pihak dalam perjanjian ini adalah

di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
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17) Pasal 17 tentang Lain-Lain dan Pasal 18 tentang Penutup
Memuat ketentuan bahwa,
a) Perjanjian dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kesepakatan
perjanjian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
b) Perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur akan diatur berdasarkan
kesepakatan bersama.

Perjanjian Kerja Sama antara PT Bravo Satria Perkasa dan PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero), memang telah berisi sebagian besar ketentuan-ketentuan yang
umumnya diatur dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama. Ruang lingkup pekerjaan,
hubungan kemitraan, biaya outsourcing dan cara pembayaran sampai dengan
bencana tak terduga telah diatur. Tetapi ada beberapa ketentuan yang belum
dibuat dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut. Ketentuan itu diantaranya mengenai
pengaturan penggunaan logo perusahaan dan pengalihan tugas.

Penggunaan logo perusahaan penting dirumuskan dalam sebuah Perjanjian
Kerja Sama terutama bagi para pekerja outsourcing karena dapat digunakan untuk
menunjukkan status mereka. Bagi pekerja outsourcing PT Bravo Satria Perkasa
yang ditempatkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso
Yogyakarta, logo perusahaan pada seragam pekerja outsourcing sehari-harinya
adalah logo perusahaan PT Bravo Satria Perkasa yang berarti bahwa status
mereka adalah pekerja outsourcing PT Bravo Satria Perkasa. Pengaturan
pengalihan tugas juga penting dalam rangka mencegah agar PT Bravo Satria

Perkasa tidak mengalihkan pekerja outsourcing, atau hak dan kewajiban yang
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mereka miliki ke perusahaan outsourcing yang lain selama masih terikat
perjanjian dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Perjanjian Kerja Sama tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sejak penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama tersebut berarti unsur kesepakatan dalam perjanjian telah
terpenuhi. Para pihak yang mewakili dalam Perjanjian Kerja Sama merupakan
badan hukum dan mereka tidak dalam keadaan pailit sehingga unsur kecakapan
dalam membuat perjanjian telah terpenuhi. Hal yang diperjanjikan sebagai objek
adalah penyediaan jasa security dan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan serta
ketertiban umum. Jadi semua unsur untuk syarat sahnya perjanjian telah dipenuhi
oleh Perjanjian Kerja Sama antara PT Bravo Satria Perkasa dengan PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero).

Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati dan sah secara hukum ini akan
mengikat PT Bravo Satria Perkasa dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
Perjanjian Kerja Sama ini kemudian juga mengikat PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) yang berkedudukan di kantor cabang dan kantor unit termasuk PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta. Perjanjian Kerja Sama
ini menjadi sumber hukum bagi hubungan kerja antara PT Bravo Satria Perkasa
sebagai pihak vendor dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai pihak user

yang melahirkan hak dan kewajiban.
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b. Terbentuknya PKWT Antara PT Bravo Satria Perkasa dan Pekerja
Outsourcing PT Bravo Satria Perkasa di PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Cabang Katamso Yogyakarta

Setelah PT Bravo Satria Perkasa menyepakati Perjanjian Kerja Sama
dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), maka selanjutnya PT Bravo Satria

Perkasa akan mengadakan perekrutan pekerja sesuai dengan Kkriteria yang

ditentukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Hasil wawancara dengan

Kepala Bagian Personalia PT Bravo Satria Perkasa, ada dua kriteria untuk

perekrutan personil yaitu kriteria umum dan Kriteria khusus.

1) Kriteria Umum

a) Pria/ wanita Warga Negara Indonesia (WNI) yang tidak kehilangan haknya
oleh karena perbuatan melawan hukum.

b) Berusia antara 20-35 tahun.

¢) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat

d) Tinggi badan minimal 168cm (pria) dan 160cm (wanita)

e) Melampirkan surat keterangan dokter

f) Melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

g) Lebih diutamakan yang berpengalaman

h) Menguasai ilmu bela diri

2) Kriteria Khusus

a) Diperuntukkan bagi purnawirawan TNI-POLRI

b) Berusia antara 48-60 tahun
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c) Memiliki kemampuan membuat konsep pelaksanaan tugas operasional
lapangan secara detail
d) Memiliki kemampuan membina anggota dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Personalia PT Bravo Satria
Perkasa, calon pekerja sebelum dinyatakan diterima harus menjalani tes tertulis,
tes wawancara dan tes fisik. Setelah calon pekerja memenuhi semua persyaratan
dan dinyatakan diterima sebagai pekerja outsourcing PT Bravo Satria Perkasa,
yang bersangkutan harus mengisi formulir daftar isian anggota security PT Bravo
Satria Perkasa untuk mendapatkan Nomor Register Pekerja. Setelah itu, pekerja
menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dibuat
sebelumnya oleh GM Human Resource (HR) atau Personalia PT Bravo Satria
Perkasa. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ini selanjutnya akan disebut
dengan PKWT.

PKWT vyang dibuat oleh GM Human Resource (HR) atau Personalia PT
Bravo Satria Perkasa, memiliki jangka waktu sesuai dengan jangka waktu
Perjanjian Kerja Sama antara PT Bravo Satria Perkasa dengan PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero). Apabila hubungan kerja antara pihak PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) dengan PT Bravo Satria Perkasa berakhir, maka secara
otomatis berakhir pula hubungan kerja antara pekerja outsourcing dengan PT
Bravo Satria Perkasa. Jangka waktu PKWT adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat
diperpanjang lagi selama 1 (satu) tahun dengan atau tanpa diadakan pembaharuan.

Isi dari PKWT juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan

yang berlaku di PT Bravo Satria Perkasa. Peraturan Perusahaan ini diterbitkan
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olen PT Bravo Satria Perkasa untuk mengatur hubungan kerja antara PT Bravo
Satria Perkasa dengan pekerjanya baik pekerja tetap maupun pekerja outsourcing.
Sistematika PKWT antara pekerja outsourcing dengan PT Bravo Satria Perkasa
pada tahun 2010 adalah:
1) Pasal 1 tentang Jangka Waktu

Pasal ini terdiri atas 3 (tiga) ayat yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerja
Waktu Tertentu (PKWT) tersebut memiliki jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
Apabila jangka waktu tersebut berakhir, maka demi hukum hubungan kerja antara
PT Bravo Satria Perkasa dengan pekerja outsourcing akan berakhir. Perjanjian
tersebut dimungkinkan juga untuk diperpanjang apabila pihak user atau vendor
masih menghendaki.
2) Pasal 2 tentang Tugas dan Penempatan

Pasal ini terdiri atas 3 (tiga) ayat yang menyatakan bahwa pekerja akan
ditempatkan sebagai satpam di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan bersedia
ditempatkan di seluruh kantor cabang. Pekerja diwajibkan untuk melaksanakan
tugas pekerjaan sesuai ketentuan yang ada.
3) Pasal 3 tentang Hari dan Jam Kerja

Pasal ini terdiri atas 2 (dua) ayat yang menyatakan bahwa pekerja bersedia
untuk bekerja selama 40 (empat puluh) jam dalam seminggu dengan hari dan jam
kerja yang telah ditentukan berdasarkan sistem shift I, 11, dan IlI.
4) Pasal 4 tentang Pengupahan

Pasal ini terdiri dari 5 (lima) ayat yang mengatur mengenai komponen upah

pekerja, tanggal pemberian upah, potongan upah dan pembayaran pajak. Pekerja
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akan memperoleh gaji pokok ditambah dengan tunjangan makan, tunjangan
transport, tunjangan latihan, dan tunjangan lembur. Kehadiran pekerja akan
mempengaruhi besarnya tunjangan makan dan tunjangan transport yang dihitung
rata-rata per hari kerja dari besarnya tunjangan tersebut dalam satu bulan.

Pembayaran upah akan dilakukan pada tanggal 25 setiap bulannya dan jika
jatuh pada hari libur, pembayaran upah akan dilakukan satu hari sebelumnya.
Pekerja juga menyetujui gaji pokok setiap bulannya akan dipotong untuk
membayar pajak penghasilan dan membayar premi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
(Jamsostek) sebesar 2%.
5) Pasal 5 tentang Fasilitas

Pasal ini terdiri dari 4 (empat) ayat yang berisikan ketentuan bahwa
perusahaan memberikan seragam, Tunjangan Hari Raya (THR), Jaminan
Kesehatan untuk pekerja, istri dan anaknya sampai anak ketiga serta
mengasuransikan pekerja pada PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Kematian.
6) Pasal 6 tentang Kewajiban Pekerja

Pasal ini terdiri atas 10 (sepuluh) ayat yang memuat mengenai kewajiban
pekerja dimana dinyatakan bahwa pekerja wajib mematuhi dan menjalankan
semua peraturan yang berlaku dalam Peraturan Perusahaan yang sekarang ada
maupun yang akan dikeluarkan, sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan

dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
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7) Pasal 7 tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pasal ini berisi beberapa tindakan yang tergolong dalam pelanggaran berat.
Bilamana pekerja melakukan salah satu perbuatan yang tergolong dalam
pelanggaran berat ini akan dikenakan sanksi yang berupa Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK).

8) Pasal 8 tentang Berakhirnya Perjanjian

Pasal ini terdiri dari 9 (sembilan) ayat dan mengatur keadaan yang dapat
menimbulkan perjanjian kerja berakhir dengan sendirinya atau karena pekerja
mengundurkan diri beserta segala hak dan kewajibannya. Ayat terakhir dalam
pasal ini mengatur juga tentang penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam
hubungan kerja.

9) Pasal 9 tentang Penutup

Pasal ini berisi 3 (tiga) ayat yang mengatur ketentuan bahwa perjanjian kerja
akan dibuat rangkap tiga (3), masing-masing untuk pekerja, PT Bravo Satria
Perkasa dan laporan ke Dinas Tenaga Kerja Rl dan ditandatangani oleh kedua
pihak. PKWT tersebut berlaku sejak ditandatangani oleh kedua pihak.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Personalia PT Bravo Satria
Perkasa, bahwa pada tahun 2011, PKWT yang berlaku secara umum sama dengan
ketentuan PKWT yang berlaku pada tahun 2010. Perbedaannya hanya terdapat
pada pengaturan mengenai jam Kerja. Jika jam kerja pada tahun 2010 terbagi
dalam 3 (tiga) shift, maka jam kerja pada tahun 2011 hanya dibagi ke dalam 2
(dua) shift yaitu shift pertama pada pukul 19.00-07.00 dan shift kedua pada pukul

07.00-19.00.



78

PKWT PT Bravo Satria Perkasa dengan pekerja outsourcing telah
memenuhi sebagian besar ketentuan mengenai PKWT yang diatur dalam Pasal 54
ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. PKWT
tersebut telah mengatur mengenai identitas perusahaan, identitas pekerja, jenis
dan tempat pekerjaan, besarnya upah dan cara pembayarannya, hak dan kewajiban
pengusaha dan pekerja, jangka waktu perjanjian kerja serta tempat dan tanggal
perjanjian kerja dibuat beserta tanda tangan para pihak.

Dilihat dari unsur-unsur perjanjian kerja yang berupa unsur pekerjaan, upah
dan perintah, PKWT tersebut telah memenuhi ketiga unsur tersebut. Adanya unsur
pekerjaan dan perintah berasal dari PT Bravo Satria Perkasa bahwa pekerja akan
ditempatkan sebagai tenaga security di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
Unsur upah juga telah terpenuhi karena pekerja outsourcing akan mendapatkan
gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan dari pihak PT Bravo Satria
Perkasa.

PKWT ini dapat dikatakan sah karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1320
KUH Perdata yaitu:

1) Adanya kesepakatan

PKWT ini terdiri atas dua pihak dimana pihak pertama mewakili PT Bravo
Satria Perkasa dan pihak kedua mewakili pekerja outsourcing. Penandatanganan
PKWT oleh kedua belah pihak menunjukkan bahwa baik PT Bravo Satria Perkasa
maupun pekerja outsourcing dianggap menyepakati perjanjian kerja beserta segala

isinya.
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2) Adanya kemampuan

Syarat ini telah terpenuhi karena pekerja outsourcing yang diterima di PT
Bravo Satria Perkasa harus memenuhi kriteria usia 20-35 tahun dan sehat jasmani
rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

3) Adanya objek yang halal

Ketentuan ini telah terpenuhi dengan adanya pekerjaan yang diperjanjikan
beserta segala hak dan kewajiban bagi para pihak yang telah diatur dalam PKWT
dan disepakati para pihak.

4) Adanya sebab yang halal

Isi PKWT tidak ada yang bertentangan dengan ketertiban umum dan
kesusilaan sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 137 KUH Perdata. PKWT
ini dibuat dengan sebab untuk mengatur hubungan kerja antara pekerja
outsourcing dengan PT Bravo Satria Perkasa. Berarti syarat mengenai sebab yang
halal telah terpenuhi.

PKWT tersebut juga telah memenuhi ketentuan PKWT yang diatur dalam
Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena
telah dibuat dalam bentuk tertulis, menggunakan bahasa Indonesia dan huruf latin.
Ketentuan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan mengenai larangan mengadakan masa percobaan juga telah
dilaksanakan karena tidak ada klausul dalam PKWT tersebut yang menyebutkan
adanya masa percobaan kerja bagi para pekerja outsourcing. Jangka waktu
perjanjian kerja juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena PKWT tersebut
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hanya berjangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang lagi selama 1
(satu) tahun.

Pasal 1 ayat (1) PKWT memang menyebutkan bahwa jangka waktu PKWT
adalah 12 (dua belas) bulan dan dimungkinkan untuk diperpanjang lagi. Dari pasal
ini dapat diketahui bahwa pekerja outsourcing, akan ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) selama 12 (dua belas) bulan dan dimungkinkan untuk
diperpanjang lagi. Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku jika pekerja melakukan
pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 PKWT karena
pekerja outsourcing akan mendapatkan sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK).

Setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dinyatakan sah, maka
PKWT ini mengikat kedua belah pihak dan menjadi sumber hukum bagi hak dan
kewajiban para pihak. Adanya PKWT ini menunjukkan bahwa tidak ada
hubungan hukum antara pekerja outsourcing dengan PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero). Pekerja outsourcing hanya memiliki hubungan hukum dengan PT
Bravo Satria Perkasa selaku vendor melalui PKWT, meski nantinya sehari-hari
mereka akan bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Segala hak pekerja
outsourcing akan menjadi kewajiban dari PT Bravo Satria Perkasa.

Adanya kesepakatan terhadap PKWT ini juga menimbulkan kewajiban yang
harus dilakukan oleh pekerja outsourcing sesuai dengan yang diperjanjikan dalam
PKWT. Pekerja outsourcing juga harus mentaati ketentuan yang diberikan oleh
PT Bravo Satria Perkasa. Pengusaha yang dalam hal ini adalah PT Bravo Satria

Perkasa juga harus melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan
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kerja kepada pekerja outsourcing karena perlindungan kerja merupakan kewajiban
pihak pengusaha.

Secara prosedural, pembuatan PKWT di PT Bravo Satria Perkasa memang
telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Namun secara riil berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala
Bagian Personalia dan Komandan Sektor (Dansek) PT Bravo Satria Perkasa
Yogyakarta, PKWT PT Bravo Satria Perkasa merupakan jenis perjanjian baku
sehingga penyusunannya hanya dilakukan oleh pihak PT Bravo Satria Perkasa
tanpa keterlibatan dari pihak pekerja untuk menghemat waktu, tenaga dan biaya.
Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di kantor Cabang
Katamso, bahwa mereka memang tidak ikut serta merumuskan PKWT yang
mereka tanda tangani. Akibatnya, ada beberapa kepentingan dari pekerja
outsourcing yang tidak terakomodir karena mereka hanya dapat menandatangani
PKWT tanpa mampu ikut merumuskan isinya. Sempitnya lapangan kerja yang
ada membuat pekerja outsourcing menyetujui isi perjanjian kerja tersebut.

Para pekerja outsourcing sebelum menandatangani perjanjian Kkerja,
beberapa saat sebelumnya baru diberikan perjanjian kerja kepada mereka. Isi dari
perjanjian kerja telah disusun oleh PT Bravo Satria Perkasa tanpa campur tangan
dari pekerja outsourcing. Waktu yang diberikan oleh pihak PT Bravo Satria
Perkasa kepada pekerja outsourcing untuk mempelajari perjanjian kerja tersebut
juga sangat singkat sehingga terkadang para pekerja outsourcing kurang

memahami isi perjanjian kerja yang umumnya dibuat dengan bahasa hukum.
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Pekerja outsourcing dalam kondisi tersebut hanya tinggal memilih
menandatangani perjanjian kerja tersebut atau tidak.

Isi PKWT tersebut telah mengatur mengenai kewajiban para pihak.
Kewajiban bagi pekerja outsourcing diantaranya terdapat dalam Pasal 2 ayat (2)
PKWT yang menyatakan bahwa pekerja bersedia ditempatkan di seluruh kantor
cabang pihak user jika diperlukan dan wajib melaksanakan tugas pekerjaan
dengan sebaik-baiknya (ayat 3). Selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2)
PKWT bahwa pekerja bersedia bekerja 40 (empat puluh) jam seminggu dan
dikenakan shift. Pekerja juga dapat dikenakan sanksi berupa Pemutusan
Hubungan Kerja jika melakukan perbuatan diantaranya mencuri, membawa
minuman keras, melakukan tindakan asusila di tempat kerja dan lain-lain dalam
Pasal 7 PKWT.

Kewajiban pekerja outsourcing secara lebih detail diatur dalam Pasal 6
PKWT tentang Kewajiban Pekerja yang memuat 10 (sepuluh) ayat. Dinyatakan
dalam Pasal 6 PKWT tersebut bahwa pekerja wajib mematuhi dan menjalankan
semua peraturan yang berlaku dalam peraturan perusahaan yang sekarang ada
maupun yang akan dikeluarkan sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian
kerja tersebut. Adapun kewajiban pekerja adalah:

1) Pekerja wajib hadir di tempat tugas 15 (lima belas) menit sebelum jam kerja
yang telah ditentukan oleh PT Bank Rakyat Indonesia dan wajib untuk
meninggalkan tempat tugas setelah serah terima pekerjaan yang dilakukan oleh

pengganti berikutnya, kecuali ada tambahan tugas dari atasan/ pimpinan.
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2) Pekerja wajib mengisi dan menyerahkan/ meletakkan Kartu Kehadiran pada
tempat yang telah ditentukan, baik pada waktu masuk maupun saat pulang
bekerja. Kartu ini harus diisi dan diserahkan/ diletakkan oleh pekerja sendiri.

3) Pekerja wajib mengikuti/ mematuhi petunjuk-petunjuk atau instruksi yang
diberikan oleh atasannya atau pihak perusahaan yang berwenang memberikan
petunjuk atau instruksi tersebut.

4) Pekerja wajib menjaga dan memelihara dengan baik semua aset milik
perusahaan dan segera melaporkan kepada pimpinan perusahaan/ atasannya
bila mengetahui hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian
perusahaan.

5) Pekerja wajib melaksanakan tugas pekerjaan yang telah ditentukan oleh
perusahaan.

6) Pekerja wajib memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan.

7) Pekerja wajib melapor kepada pimpinan perusahaan dan atau HRD bila ada
perubahan-perubahan atas status dirinya, susunan keluarganya, alamat, dan
sebagainya yang diperlukan oleh perusahaan selambat-lambatnya 7x24 jam.

8) Pekerja wajib memeriksa semua alat-alat kerja, saat akan melakukan pekerjaan
dan sebelum meninggalkan tempat kerja, sehingga benar-benar tidak akan
menimbulkan kerusakan/ bahaya yang mengganggu pekerjaan.

9) Pekerja wajib melaporkan kepada atasannya langsung (PIC PT BSP atau HRD
PT BSP) apabila berniat mengajukan permohonan “izin”, dan izin ini hanya
diberikan oleh atasan langsung yaitu PIC PT BSP/ HRD PT BSP untuk

keperluan mendesak dan dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan.
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10) Pekerja wajib melakukan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam tata
tertib perusahaan, peraturan perusahaan dan ketentuan lainnya.

Kewajiban dari PT Bravo Satria Perkasa diantaranya terdapat dalam Pasal 4
ayat (1) PKWT bahwa perusahaan memberikan gaji pokok ditambah tunjangan
makan, tunjangan transport, tunjangan latihan dan tunjangan lembur kepada
pekerja. Selanjutnya pada Pasal 3 PKWT bahwa perusahaan memberikan 3 (tiga)
stel seragam per tahun (ayat 1), memberikan Tunjangan Hari Raya (ayat 2),
memberikan jaminan kesehatan pada pekerja dan keluarganya (ayat 3) serta Pasal
4 PKWT bahwa perusahaan mengasuransikan pekerja dalam program Jamsostek.
Kewajiban pekerja merupakan hak bagi pengusaha dan sebaliknya, kewajiban
pengusaha adalah hak bagi pekerja.

Setelah disepakati PKWT antara PT Bravo Satria Perkasa dan pekerja
outsourcing, maka sesuai isi PKWT, pekerja outsourcing tersebut ditempatkan di
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta. Hasil
wawancara dengan Kepala Bagian Personalia PT Bravo Satria Perkasa, bahwa
sebelum diterjunkan ke lokasi kerja, pekerja outsourcing akan mendapatkan
pembinaan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta mendapatkan
pengarahan tentang tugas satpam secara umum dan menerima seragam serta alat-
alat kerja. Tidak ada penjelasan khusus dari PT Bravo Satria Perkasa terkait
dengan tugas satpam atau standar pelayanan di PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Cabang Katamso Yogyakarta. Hal ini karena pembinaan tersebut
umumnya tidak hanya diikuti oleh security yang akan ditempatkan di PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero), tetapi juga security yang akan ditempatkan di bank
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lain. Sementara setiap bank akan memiliki peraturan dan standar pelayanan yang
berbeda.

Hasil wawancara dengan Bagian Personalia PT Bravo Satria Perkasa juga
menyatakan bahwa, memberikan penjelasan terkait dengan tugas satpam dan
standar pelayanan bagi security seharusnya diberikan oleh pihak user. Begitu juga
untuk security yang ditempatkan di Kancab Katamso. Hal ini karena ketentuan
setiap bank yang berbeda. Sementara hasil wawancara dengan bagian Supervisor
Penunjang Operasinal (SPO) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang
Katamso Yogyakarta menyatakan bahwa tugas satpam sebenarnya telah jelas
dalam Pasal 2 ayat (3) PKWT. Begitu mereka ditempatkan di Kancab Katamso,
mereka akan mengikuti aturan kerja yang ada di PT Bank Rayat Indonesia
(Persero) Cabang Katamso dan diberikan informasi tentang jam kerja, waktu
istirahat, orang-orang yang dianggap penting di Kancab Katamso dan lain-lain.

Hasil wawancara dengan bagian Supervisor Penunjang Operasinal (SPO)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta menyatakan,
beberapa standar pelayanan yang harus dimiliki oleh seorang security di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta diantaranya,
memberikan sambutan baik senyum, sapa dan salam kepada setiap orang yang
berkunjung ke Kancab Katamso, mampu mengenali mesin ATM secara baik,
mulai dari sistem penarikan tunai, transfer, cek saldo dan lain-lain, mengenali
semua medan di Kancab Katamso dan memberikan bantuan terhadap setiap orang

yang membutuhkan bantuan security di lingkungan Kancab Katamso.
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Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing PT Bravo Satria Perkasa di
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, sehari-hari
mereka tunduk pada peraturan yang ada di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Cabang Katamso Yogyakarta. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi para
pekerja outsourcing dikarenakan pada saat mereka ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, tidak ada sosialisasi
secara langsung dari pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso
Yogyakarta bahwa mereka harus mentaati peraturan dan memenuhi standar
pelayanan. Apa lagi bagi para pekerja outsourcing yang semula tidak ditempatkan
di Kancab Katamso, mereka belum mengetahui standar pelayanan seperti apa
yang harus dilaksanakan karena setiap bank memiliki standar pelayanan yang
berbeda.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Personalia PT Bravo Satria
Perkasa, bahwa jika ada pekerja outsourcing yang melanggar peraturan atau
standar pelayanan yang berlaku di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), maka
pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dapat meminta kepada PT Bravo
Satria Perkasa untuk memberikan teguran kepada pekerja yang bersangkutan. Jika
pekerja baru melaksanakan pelanggaran satu kali, biasanya teguran diberikan
secara lisan lewat koordinator satpam. Jika pelanggaran tersebut telah dilakukan
berulang kali, maka PT Bravo Satria Perkasa akan memberikan surat peringatan.
Surat peringatan tersebut terdiri dari Surat Peringatan I, 1l, dan Il yang masing-

masing berlaku untuk 6 (enam) bulan. Apabila pekerja outsourcing tidak
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mengindahkannya, maka pekerja outsourcing yang bersangkutan akan dijatuhi
sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hasil wawancara dengan bagian Supervisor Penunjang Operasinal (SPO)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, juga
menyatakan bahwa apabila security dari PT Bravo Satria Perkasa tidak mampu
menaati peraturan atau memenuhi standar pelayanan yang berlaku di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), maka pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
dapat meminta kepada PT Bravo Satria Perkasa untuk mengingatkan atau
menegur pekerjanya. Jika pekerja outsourcing yang bersangkutan tetap tidak
mengindahkannya, maka PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) dapat meminta PT
Bravo Satria Perkasa untuk mengganti pekerja outsourcing yang bersangkutan
dengan personel yang baru.
2. Perlindungan Kerja Untuk Masa Sedang Bekerja

Kemampuan untuk memberikan perlindungan kerja dalam Pasal 65 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan
salah satu syarat bagi perusahaan penyedia tenaga outsourcing. Perlindungan
kerja bagi para pekerja outsourcing tersebut merupakan kewajiban dari PT Bravo
Satria Perkasa karena pekerja outsourcing hanya memiliki hubungan hukum
dengan PT Bravo Satria Perkasa. Menurut Soepomo dalam Abdul Khakim (2003:
61-62), perlindungan kerja pada masa sedang bekerja terdiri dari tiga jenis yaitu
perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis. Mengacu
pada uraian Soepomo, analisis mengenai isi PKWT di PT Bravo Satria Perkasa

jika dikaitkan dengan perlindungan kerja akan diuraikan di bawah ini.
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a. Perlindungan Ekonomis

Perlindungan ekonomis bagi pekerja outsourcing berhubungan dengan
pengupahan dan fasilitas. Jika merujuk pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
Republik  Indonesia Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang
Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah, maka yang
tergolong ke dalam fasilitas adalah kendaraan antar jemput, pemberian makan
secara cuma-cuma, sarana ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin dan
lain-lain.

1) Pengupahan

Berkaitan dengan pengupahan, Peraturan Perusahaan PT Bravo Satria
Perkasa sebagai acuan dari PKWT telah mengatur tentang perlindungan
ekonomis. Bab IV Peraturan Perusahaan tentang Pengupahan telah mengatur
beberapa hal terkait perlindungan ekonomis bagi pekerja PT Bravo Satria Perkasa
termasuk pekerja outsourcing. Pasal 22 ayat (5) Peraturan Perusahaan menyatakan
bahwa “pembayaran upah terendah tidak akan kurang dari ketentuan upah
minimum yang ditetapkan pemerintah”. Selanjutnya dalam Pasal 24 Peraturan
Perusahaan dinyatakan bahwa pekerja mendapatkan tunjangan transport dan
tunjangan makan yang diberikan atas dasar jumlah hari kehadiran.

Pasal 25 ayat (5) Peraturan Perusahaan tentang lembur menyatakan bahwa
perhitungan upah lembur ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No. Kep./102/Men/V1/2004 dengan komponen upah pokok
ditambah tunjangan tetap. Pasal 30 Peraturan Perusahaan tentang Tunjangan Hari

Raya (THR) menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) juga menjadi hak
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pekerja. Selanjutnya ketentuan yang diatur oleh PKWT tidak boleh bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan PT Bravo Satria Perkasa.

Perlindungan ekonomis untuk pekerja outsourcing PT Bravo Satria Perkasa
selanjutnya diatur dalam ketentuan PKWT antara pekerja outsourcing dengan PT
Bravo Satria Perkasa. Pasal 4 ayat (1) PKWT tentang Pengupahan (pada tahun
2010 dan berlaku juga pada tahun 2011), menyatakan bahwa perusahaan akan
memberikan gaji pokok sebesar Rp 600.000,00 kepada pekerja ditambah dengan
tunjangan makan dan tunjangan transport masing-masing Rp 200.000,00 tiap
bulan, tunjangan latihan sebesar Rp 10.000,00 setiap kehadirannya dan tunjangan
lembur.

Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), bahwa upah tersebut telah dibayarkan oleh PT Bravo
Satria Perkasa kepada pekerja outsourcing dengan sistem transfer langsung ke
rekening para pekerja outsourcing pada tanggal 25 setiap bulannya. Mereka juga
akan mendapatkan slip gaji setiap bulannya lengkap dengan rincian upah yang
mereka peroleh. Berarti ketentuan perlindungan ekonomis dalam Pasal 4 ayat (1)
PKWT telah dilaksanakan oleh pihak PT Bravo Satria Perkasa.

Pengecualian asas no work no pay juga dilaksanakan oleh PT Bravo Satria
Perkasa. Hasil wawancara dengan Komandan Sektor (Dansek) PT Bravo Satria
Perkasa Yogyakarta, bahwa PT Bravo Satria Perkasa tidak akan memotong gaji
pokok pekerja karena pekerja berhalangan hadir dengan alasan yang dapat
diterima. Misalnya jika pekerja sakit atau ada anggota keluarga yang meninggal

dunia. Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT
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Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta juga menyatakan
bahwa tidak ada potongan untuk gaji pokok jika mereka berhalangan hadir dengan
alasan yang dapat diterima. Berarti ketentuan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai pengecualian asas no
work no pay telah dilaksanakan oleh PT Bravo Satria Perkasa.

Jika merujuk pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah
dan Pendapatan Non Upah, pendapatan yang diterima oleh pekerja outsourcing
terdiri dari komponen pendapatan upah dan komponen pendapatan non-upah.
Komponen pendapatan upah terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tidak tetap,
sedangkan komponen pendapatan non upah terdiri dari Tunjangan Hari Raya
(THR).

a) Pendapatan Upah

PT Bravo Satria Perkasa telah memberikan upah yang berupa gaji pokok
sebesar Rp 600.000,00 setiap bulan serta tunjangan tidak tetap berupa tunjangan
transport dan tunjangan makan masing-masing Rp 200.000,00 setiap bulan,
tunjangan latihan sebesar Rp 10.000,00 setiap kehadiran serta tunjangan lembur.
Pasal 24 Peraturan Perusahaan PT Bravo Satria Perkasa dan Pasal 4 ayat (2)
PKWT menyebutkan bahwa pekerja mendapatkan tunjangan transport dan
tunjangan makan yang diberikan atas dasar jumlah hari kehadiran. Hasil
wawancara dengan Komandan Sektor (Dansek) PT Bravo Satria Perkasa
Yogyakarta, bahwa jika pekerja berhalangan hadir, maka upahnya akan dipotong

dari tunjangan pekerja outsourcing kecuali Tunjangan Hari Raya (THR). Hasil
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wawancara dengan pekerja outsourcing dari PT Bravo Satria Perkasa yang
ditempatkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso
Yogyakarta, mereka membenarkan hal tersebut.

Jika merujuk pada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
Nomor SE-07/MEN/1990 Tahun 1990, bahwa tunjangan transport, tunjangan
makan dan tunjangan lembur dapat masuk ke dalam kategori tunjangan tetap jika
besarnya tidak dipengaruhi oleh jumlah kehadiran dan dapat pula dikategorikan
dalam tunjangan tidak tetap jika dipengaruhi oleh jumlah kehadiran. Oleh karena
itu, tunjangan transport, tunjangan makan, tunjangan latihan dan tunjangan
lembur yang diberikan oleh PT Bravo Satria Perkasa kepada pekerja outsourcing
termasuk dalam tunjangan tidak tetap karena besarnya dipengaruhi oleh jumlah
kehadiran dan bisa dipotong.

PT Bravo Satria Perkasa juga telah membayarkan upah lembur kepada
pekerja outsourcing sebagai komponen pendapatan upah. Hasil wawancara
dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di kantor Cabang Katamso bahwa
jam kerja mereka dalam sehari adalah 12 (dua belas) jam, jam kerja 8 (delapan)
jam dan sisanya terhitung lembur. Pemberian upah lembur ini dibuktikan dengan
komponen upah lembur dalam slip gaji yang diterima oleh para pekerja
outsourcing.

Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “setiap pekerja/ buruh berhak memperoleh
penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, artinya

penghasilan itu mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja/ buruh dan
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keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang,
perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua. Hasil
wawancara dengan Kepala Bagian Personalia PT Bravo Satria Perkasa
menyatakan, bahwa upah yang diberikan oleh PT Bravo Satria Perkasa telah
memenuhi standar yang layak bagi seorang security. PT Bravo Satria Perkasa juga
telah memberikan berbagai macam tunjangan yang dibayarkan bersama dengan
upah pekerja outsourcing setiap bulannya.

Adanya ketentuan standar hidup yang layak ini dapat minimbulkan
penafsiran yang berbeda mengingat standar hidup yang layak bagi setiap pekerja
outsourcing tidak sama. Pemerintah menafsirkan penghasilan yang layak bagi
kemanusiaan ini melalui Keputusan Gubernur Derah Istimewa Yogyakarta,
Nomor 270/ KEP/ 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Tahun 2011
Gubernur Derah Istimewa Yogyakarta. Dalam Keputusan Gubernur tersebut
dinyatakan bahwa Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2011 untuk Provinsi
Yogyakarta, sebesar Rp 808.000,00 yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan
tetap.

Jika merujuk pada Keputusan Gubernur Derah Istimewa Yogyakarta,
Nomor 270/ KEP/ 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Tahun 2011
Gubernur Derah Istimewa Yogyakarta, maka komponen upah yang diberikan oleh
PT Bravo Satria Perkasa belum memenuhi standar Upah Minimum Propinsi
(UMP). PT Bravo Satria Perkasa hanya memberikan upah pokok sebesar Rp
600.000,00 setiap bulan kepada pekerja outsourcing di PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) karena tunjangan yang diberikan masuk ke dalam kategori tunjangan
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tidak tetap. Hal ini karena besarnya dipengaruhi oleh tingkat kehadiran pekerja
outsourcing dalam 1 (satu) bulan dan dapat dipotong.

Upah yang diberikan oleh PT Bravo Satria untuk pekerja outsourcing
memang telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PKWT, tetapi ketentuan
yang ada dalam PKWT tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur
dalam Peraturan Perusahaan PT Bravo Satria Perkasa. Pasal 22 ayat (5) Peraturan
Perusahaan menyatakan bahwa “pembayaran upah terendah tidak akan kurang
dari ketentuan upah minimum yang ditetapkan pemerintah”. Ketentuan upah
minimum yang ditetapkan pemerintah ini dapat ditafsirkan dengan Ketentuan
Upah Minimum Propinsi (UMP) Propinsi Yogyakarta tahun 2011. Oleh karena
itu, pihak PT Bravo Satria Perkasa sudah selayaknya untuk memenuhi ketentuan
standar pengupahan minimal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (5)
Peraturan Perusahaan PT Bravo Satria Perkasa.

b) Pendapatan Non Upah

Komponen pendapatan non upah yang diberikan oleh PT Bravo Satria
Perkasa kepada pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta adalah Tunjangan Hari Raya
(THR). Pasal 5 ayat (2) PKWT menyatakan bahwa perusahaan memberikan
Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar satu kali gaji pokok, satu minggu sebelum
Idul Fitri bila pekerja telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
Hasil wawancara dengan Komandan Sektor (Dansek) PT Bravo Satria Perkasa
Yogyakarta, bahwa PT Bravo Satria Perkasa telah memberikan Tunjangan Hari

Raya (THR) untuk para pekerja outsourcing. Hasil wawancara dengan pekerja
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outsourcing yang ditempatkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang
Katamso Yogyakarta juga menyatakan bahwa pihak PT Bravo Satria Perkasa
telah memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja outsourcing.
Berarti ketentuan Pasal 5 PKWT tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR)
telah dilaksanakan oleh PT Bravo Satria Perkasa.
2) Fasilitas

Perlindungan ekonomis yang kedua adalah fasilitas. Jika merujuk pada
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor SE-07/MEN/1990
Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah,
fasilitas yang diberikan oleh PT Bravo Satria Perkasa kepada pekerja outsourcing
yang ditempatkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso
Yogyakarta adalah
a) Sarana Ibadah

Sarana ibadah yang dapat dimanfaatkan oleh pekerja outsourcing di PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta adalah mushola
dengan peralatan ibadah berupa sarung, peci dan sajadah.
b) Koperasi

PT Bravo Satria Perkasa Yogyakarta menyediakan koperasi bagi para
pekerjanya termasuk untuk pekerja outsourcing. Hasil wawancara dengan
Komandan Sektor PT Bravo Satria Perkasa Yogyakarta, koperasi ini berfungsi
untuk memberikan layanan simpan pinjam bagi anggota. Pada akhir periode
tertentu akan diadakan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) kepada anggota yang

besarnya disesuaikan dengan seberapa besar andil mereka dalam melakukan
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simpanan atau pinjaman di koperasi tersebut. Sisa Hasil Usaha (SHU) ini
diharapkan dapat menjadi tambahan penghasilan di luar upah mereka.

Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, bahwa koperasi
memang ada, akan tetapi mereka tidak masuk menjadi anggota koperasi. Alasan
mereka tidak masuk menjadi anggota koperasi karena proses peminjaman uang di
koperasi memakan waktu yang lama dan syarat-syarat yang bagi pekerja
outsourcing dianggap rumit. Para pekerja outsourcing lebih memilih bank sebagai
tempat untuk meminjam uang jika mereka memerlukan, terutama dalam keadaan
mendesak. Pekerja outsourcing selama ini memanfaatkan fasilitas koperasi
sebatas untuk tempat pengambilan seragam. Dengan demikian, keberadaan
koperasi ini belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pekerja
outsourcing terutama dari segi ekonomis dalam rangka menambah pendapatan di
luar upah mereka.

b. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah perlindungan yang diberikan dalam bentuk
jaminan kesehatan, Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan kebebasan
berserikat. Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja terdiri dari Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan
Jaminan Hari Tua. Perlindungan ini berupa santunan jika pekerja mengalami

resiko-resiko tertentu.
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1) Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

Peraturan Perusahaan PT Bravo Satria Perkasa telah mengakomodir
perlindungan sosial bagi para pekerjanya termasuk untuk pekeja outsourcing.
Pasal 32 Peraturan Perusahaan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyatakan
semua pekerja diikutsertakan dalam program Jamsostek untuk Jaminan
Kecelakaan Kerja dalam hubungan kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian,
dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Premi asuransi dan iuran untuk program
kecelakaan kerja menjadi kewajiban pengusaha yang besarnya 0, 24%-3,6% dari
upah sebulan, jaminan hari tua ditanggung bersama antara pekerja (2%) dan
pengusaha (3,7%) serta jaminan kematian yang ditanggung pengusaha sebesar
0,5%. Premi Jaminan Hari Tua ditanggung bersama dengan pekerja agar semata-
mata pekerja dapat ikut menyiapkan hari tua jika kelak sudah tidak mampu lagi
bekerja.

Perlindungan sosial ini selanjutnya dituangkan dalam Pasal 5 ayat (3) dan
ayat (4) PKWT PT Bravo Satria Perkasa (pada tahun 2010 dan berlaku juga pada
tahun 2011) tentang Fasilitas. Perusahaan memberikan Jaminan Kesehatan pada
pekerja melalui kerjasama dengan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
untuk pekerja, istri dan anak sampai anak ketiga (ayat 3). Perusahaan
mengasuransikan jiwa pekerja pada PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)
untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua dan Jaminan
Kematian (ayat 4).

Hasil wawancara dengan Komandan Sektor (Dansek) PT Bravo Satria

Perkasa Yogyakarta, semua pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
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Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta telah terdaftar sebagai
peserta Jamsostek. Program tersebut adalah Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua. Adanya
Jamsostek bagi pekerja outsourcing ini diharapkan dapat mendorong produktivitas
kerja bagi para pekerja outsourcing karena telah ada jaminan bagi mereka jika
selama bekerja terjadi resiko-resiko tertentu yang tidak diinginkan menimpa
mereka dan juga bagi keluarganya.

Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, bahwa ketentuan
tersebut telah dilaksanakan oleh PT Bravo Satria Perkasa. Pada jenis Jamsostek
program Jaminan Kesehatan, masing-masing pekerja outsourcing akan memiliki
Kartu Kesehatan atas nama pekerja yang dapat dipergunakan untuk istri dan anak
sampai anak ketiga. Pekerja outsourcing yang istrinya melahirkan juga akan
mendapatkan tunjangan biaya bersalin sampai pada persalinan ketiga. Jika ada
anggota keluarga dari pekerja outsourcing yang sakit dan berobat di rumah sakit/
dokter baik yang menjadi rujukan PT Bravo Satria Perkasa Yogyakarta atau
bukan, maka pekerja outsourcing dapat meminta penggantian atas biaya yang
telah dikeluarkan untuk keperluan berobat atau rawat inap.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Personalia PT Bravo Satria
Perkasa, bahwa pekerja outsourcing hanya tinggal menunjukkan Kartu Kesehatan
yang dimilikinya jika pekerja outsourcing/ keluarganya berobat atau menjalani
rawat inap di rumah sakit atau dokter yang menjadi rujukan PT Bravo Satria

Perkasa. Sedangkan jika pengobatan atau rawat inap dilakukan di rumah sakit atau
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dokter yang bukan menjadi rujukan PT Bravo Satria Perkasa, pekerja outsourcing
dapat membawa kuitansi pembayaran berobat atau rawat inap ke PT Bravo Satria
Perkasa Yogyakarta dan akan diklaimkan oleh PT Bravo Satria Perkasa ke PT
Jamsostek. Penggantian biaya yang diberikan umumnya tidak utuh karena dalam
ketentuan Jamsostek untuk Program Pemeliharaan Kesehatan, telah ditentukan
jenis-jenis obat dan biaya perawatan yang dapat diklaimkan ke PT Jamsostek
sesuai dengan Undang-Undang Jamsostek. Dengan demikian, obat dan perawatan
yang tidak termasuk dalam kategori yang dapat diklaimkan ke PT Jamsostek,
ditanggung sendiri oleh pekerja outsourcing.

Mereka juga telah terdaftar dalam program Jamsostek untuk Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua yang dibuktikan
dengan adanya kartu kepesertaan Jamsostek. Pekerja outsourcing memang tidak
menghendaki adanya kecelakaan kerja atau kematian akan menimpa mereka
disaat melaksanakan kerja meskipun memperoleh tunjangan. Sejauh ini mereka
mengatakan belum pernah mengalami kecelakaan kerja atau ada yang meninggal
dunia selama menjadi pekerja outsourcing di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Cabang Katamso Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Komandan Sektor (Dansek) PT Bravo Satria
Perkasa Yogyakarta, pembayaran premi Jamsostek dibayarkan oleh PT Bravo
Satria Perkasa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan kecuali
untuk program Jaminan Hari Tua. Pekerja outsourcing harus ikut membayar
premi program Jamsostek Jaminan Hari Tua yang besarnya 2% dari upah setiap

bulan guna menyiapkan hari tua bagi pekerja outsourcing sendiri. Jika pekerja
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outsourcing sudah tidak mampu lagi bekerja, mereka telah memiliki simpanan
sendiri dari Jaminan Hari Tua mereka.

Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, bahwa iuran Jamsostek
dibayarkan oleh PT Bravo Satria Perkasa, tetapi mereka akan dipotong gaji setiap
bulannya untuk pembayaran Jamsostek. Ketentuan ini sebenarnya telah diatur
dalam Pasal 32 ayat (3) Peraturan Perusahaan PT Bravo Satria Perkasa untuk
pembayaran iuran Jaminan Hari Tua. Pasal 4 ayat (4) PKWT juga menyatakan
potongan upah sebesar 2% untuk pembayaran Jamsostek. Sayangnya pekerja
outsourcing dari PT Bravo Satria Perkasa ada yang tidak mengetahui berapa
persen besar upah mereka yang dipotong untuk pembayaran Jamsostek dan uang
tersebut dipergunakan untuk pembayaran iuran Jamsostek yang mana.

2) Kebebasan Berserikat

Perlindungan sosial untuk pekerja outsourcing juga dapat dilihat dari adanya
kebebasan berserikat bagi pekerja melalui serikat pekerja. Keberadaan serikat
pekerja dalam sebuah perusahaan memiliki arti penting sebagai wadah bagi
pekerja dalam menyampaikan aspirasinya serta menyelesaikan masalah hubungan
kerja. PT Bravo Satria Perkasa tidak memiliki serikat pekerja untuk pekerja
outsourcing. Hasil wawancara dengan Komandan Sektor (Dansek) PT Bravo
Satria Perkasa Yogyakarta dan pekerja outsourcing di PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, bahwa tidak ada serikat pekerja bagi
pekerja outsourcing. Hal ini disebabkan masa kerja untuk pekerja outsourcing

relatif singkat, mereka hanya terikat PKWT selama 12 (dua belas) bulan.
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Pekerja outsourcing yang tidak memiliki wadah serikat pekerja, tetap dapat
menyalurkan aspirasinya melalui pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh
pekerja outsourcing, PT Bravo Satria Perkasa atau PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Cabang Katamso Yogyakarta. Pertemuan tidak dilakukan secara berkala
dengan jadwal yang rutin, tetapi hanya diadakan jika ada permasalahan yang
terkait dengan pekerja outsourcing, PT Bravo Satria Perkasa sebagai vendor atau
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta sebagai user.

Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, bahwa undangan
pertemuan biasanya tergantung dari permasalahan yang akan dibicarakan dalam
pertemuan tersebut. Jika perlu mengahadirkan PT Bravo Satria Perkasa, maka
pihak PT Bravo Satria Perkasa akan diundang. Jika perlu menghadirkan pihak PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, maka pihak PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta akan diundang.
Tempat pelaksanaan pertemuan tergantung dari pihak yang mengadakan
pertemuan. Jika yang mengundang adalah pekerja outsourcing atau pihak PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, biasanya
peretemuan diadakan di Kantor Cabang Katamso. Jika yang mengundang adalah
PT Bravo Satria Perkasa, biasanya pertemuan diadakan di PT Bravo Satria
Perkasa.

Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, bahwa meskipun telah

ada pertemuan untuk para pekerja outsourcing, mereka belum dapat sepenuhnya
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menyalurkan aspirasi mereka. Terlebih jika pihak PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Cabang Katamso Yogyakarta atau PT Bravo Satria Perkasa Yogyakarta
ikut menghadiri pertemuan. Jika pekerja outsourcing terlalu Kkritis, mereka
khawatir kontraknya tidak akan diperpanjang lagi olenh PT Bravo Satria Perkasa.
Pekerja outsourcing lebih memilih pertemuan hanya diadakan antar pekerja
outsourcing, kemudian koordinator mereka di Kantor Cabang Katamso yang
menyampaikan aspirasi mereka ke PT Bravo Satria Perkasa atau ke PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta.
c. Perlindungan Teknis

Perlindungan teknis adalah perlindungan tenaga kerja dalam bentuk
keamanan dan keselamatan kerja. Perlindungan teknis juga berkaitan dengan
waktu kerja dan waktu istirahat bagi pekerja yang telah diatur oleh Pasal 77 ayat
(1), Pasal 78 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.
1) Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Peraturan Perusahaan PT Bravo Satria Perkasa telah mengamodir ketentuan
keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja termasuk bagi pekerja outsourcing.
Pasal 13 Peraturan Perusahaan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
menyatakan bahwa perusahaan menyediakan tempat dan sarana kerja serta
menetapkan peraturan keselamatan kerja sesuai dengan Undang-Undang
Keselamatan Kerja (ayat 1). Setiap karyawan juga mendapatkan perlengkapan/
pelindung kerja dan diwajibkan menggunakannya dalam jam-jam kerja serta

merawatnya dengan baik (ayat 4). Atasan wajib memberikan petunjuk kepada
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bawahannya tentang pekerjaan yang harus dilakukannya dan aspek keselamatan
dan kesehatan kerjanya.

Perlindungan teknis untuk pekerja outsourcing PT Bravo Satria Perkasa
juga telah diatur dalam PKWT. Pada Pasal 6 PKWT tentang Kewajiban Pekerja
diatur tentang beberapa ketentuan yang harus dilakukan oleh pekerja outsourcing
terkait keselamatan dan kesehatan kerja bagi mereka. Pekerja wajib untuk
memeriksa semua alat-alat kerja saat akan melakukan pekerjaan dan sebelum
meninggalkan tempat kerja sehingga benar-benar tidak akan menimbulkan
kerusakan/ bahaya yang mengganggu pekerjaan.

Hasil wawancara dengan Komandan Sektor (Dansek) PT Bravo Satria
Perkasa Yogyakarta, bahwa pekerja outsourcing akan mendapatkan pengarahan
semacam pembekalan terkait keselamatan dan kesehatan kerja serta mendapatkan
pakaian kerja lengkap dengan sepatu dan kopel atau ikat pinggang setelah mereka
dinyatakan diterima sebagai pekerja outsourcing PT Bravo Satria Perkasa. Pihak
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) juga menyediakan pos kerja security dengan
fasilitas kamar mandi dan ruang ibadah, Handy Talky (HT), dan kamera pengawas
CCTV untuk mesin ATM dan ruangan bank.

Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing di PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, bahwa PT Bravo Satria Perkasa telah
melaksanakan pembinaan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja
outsourcing. Pada saat awal mereka diterima di PT Bravo Satria Perkasa, mereka
mendapatkan pembekalan terkait dengan tugas satpam, bagaimana mereka

melaksanakan pekerjaan dan mendapatkan seragam lengkap dengan sepatu dan
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kopel atau ikat pinggang. Alat-alat kerja yang dimiliki oleh seorang tenaga
security diantaranya berupa tongkat pol atau “pentungan”, borgol, songkok atau
belati, alat scanner dan lampu senter.

Alat-alat kerja bagi para pekerja outsourcing, seharusnya disediakan oleh
PT Bravo Satria Perkasa meskipun sehari-hari pekerja outsourcing akan bekerja di
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta. Hasil
wawancara dengan pekerja outsourcing di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
Cabang Katamso Yogyakarta, bahwa beberapa alat-alat kerja mereka peroleh dari
PT PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta. Tidak
semua sepenuhnya alat-alat kerja berasal dari PT Bravo Satria Perkasa. Dalam
Perjanjian Kerja Sama memang ada ketentuan yang mengatur bahwa Pihak | yaitu
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menyediakan alat-alat kerja bagi pekerja
Pihak Il yaitu PT Bravo Satria Perkasa. Alat-alat kerja yang disediakan oleh PT
Bank Rakyat Indonesia (Persero) untuk pekerja outsourcing antara lain borgol,
tongkat pol atau “pentungan”, Handy Talky (HT), lampu senter dan kamera
pengawas CCTV.

Satpam harus memiliki kewaspadaan saat melaksanakan tugas untuk
menjaga kesehatan dan keselamatan kerja baik bagi dirinya sendiri, rekan kerja
maupun user. Pekerja outsourcing di sini mengecek peralatan seperti lampu,
alarm, genset disel, patroli di ruang mesin ATM, dan patroli di tempat kerja.
Mereka juga membuat berita acara kerja dalam buku mutasi selama mereka
bertugas pada saat mulai dan berakhirnya shift kerja mereka. Buku mutasi ini

berisi penyerahan pekerjaan dari satpam yang telah berakhir jam kerjanya kepada
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satpam yang hendak memulai jam kerja serta catatan mengenai kegiatan satpam
selama bekerja.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Personalia PT Bravo Satria
Perkasa, bahwa pembekalan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ini
tidak hanya diberikan pada saat pekerja outsourcing akan ditempatkan di lokasi
kerja. Pembekalan terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) umumnya
diberikan selama-lamanya 6 (enam) bulan sekali. Hal ini diharapkan, agar pekerja
outsourcing, dapat terus waspada dan bertanggung jawab dalam melaksanakan
tugasnya mengingat jenis pekerjaan security selalu menuntut kewaspadaan dan
ketelitian karena berkaitan dengan keamanan. Hasil wawancara dengan pekerja
outsourcing di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta,
bahwa mereka membenarkan hal tersebut. Pembekalan terkait Kesehatan dan
Keselamatan Kerja (K3) juga diberikan oleh PT Bravo Satria Perkasa pada saat
masa sedang bekerja.

2) Waktu Kerja dan Istirahat

Pasal 12 Peraturan Perusahaan tentang Waktu Kerja menyatakan bahwa hari
kerja perusahaan adalah 5 (lima) hari dalam seminggu dan 8 (delapan) jam untuk
sehari kerja. Ketentuan mengenai waktu kerja penting bagi pekerja outsourcing
mengingat tugas security tidak boleh lengah saat bekerja karena kelelahan. Para
pekerja outsourcing berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) PKWT bekerja selama
40 (empat puluh) jam dalam seminggu dan dibagi ke dalam 3 (tiga) shift.
Ketentuan pemberlakuan shift kerja ini mengalami perubahan di tahun 2011

dimana para pekerja outsourcing hanya dikenakan sistem 2 (dua) shift.
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Hasil wawancara dengan Komandan Sektor (Dansek) PT Bravo Satria
Perkasa Yogyakarta, bahwa pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta bekerja untuk waktu 5
(lima) hari kerja dan sisanya terhitung sebagai lembur. Jam kerja mereka adalah 8
(delapan) jam sehari sedang sisanya terhitung jam kerja lembur. Pada mulanya
jumlah shift kerja dibagi ke dalam 3 (tiga) shift, namun sekarang ketentuan baru
hanya memberlakukan 2 (dua) shift saja.

Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, hari kerja mereka
adalah 5 (lima) hari kerja sedang sisanya terhitung sebagai lembur. Jam kerja
mereka berdasarkan ketentuan dari PT Bravo Satria Perkasa jika dihitung adalah 8
(delapan) jam sehari dan jam berikutnya dihitung sebagai lembur. Pada tahun
2011, jam kerja mereka hanya dibagi ke dalam 2 shift, shift pertama adalah jam
19.00-07.00 dan shift kedua adalah jam 07.00-19.00. Jika pekerja memiliki jam
kerja 8 (delapan) jam dalam sehari dan hanya bekerja untuk 5 (lima) hari kerja
karena sisanya terhitung lembur, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat
(1) PKWT dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan yang mengatur tentang jumlah jam kerja dalam 1 (satu) minggu
untuk 5 (lima) hari kerja adalah 40 (empat puluh) jam.

Jika merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Kep. 275/ Men/
1989 dan Nomor Pol Kep/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan

Jam Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan Pengaman (Satpam) bahwa
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jam Kkerja termasuk waktu istirahat bagi tenaga kerja satpam di lingkungan
perusahaan dan badan hukum lainnya dapat diatur oleh pimpinan perusahaan atau
pimpinan badan hukum lainnya. Waktu kerja termasuk waktu istirahat dilakukan
secara bergiliran di masing-masing shift dengan jumlah kerja akumulatif tidak
lebih dari 40 (empat puluh) jam seminggu. Jika melebihi ketentuan tersebut, maka
harus dengan surat perintah dari pimpinan perusahaan atau pimpinan badan
hukum lainnya dan terhitung jam kerja lembur. Artinya PT Bravo Satria Perkasa
telah memenuhi ketentuan jam kerja 40 (empat puluh) jam dalam 5 (lima) hari
kerja bagi pekerja outsourcing.

Mengenai perhitungan jam kerja lembur, Pasal 78 ayat (1) huruf b Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa jam
kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam sehari, sedangkan
pekerja outsourcing PT Bravo Satria Perkasa dalam kenyatannya melaksanakan
lembur selama 4 (empat) jam sehari karena jam kerja mereka dalam sehari adalah
8 (delapan) jam dan sisanya terhitung lembur. Hal ini dapat dilihat dari buku
mutasi dan hasil wawancara dengan pekerja outsourcing, bahwa jam kerja mereka
adalah 12 (dua belas) jam. Artinya ada pelanggaran atas ketentuan Pasal 78 ayat
(1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh
PT Bravo Satria Perkasa kepada pekerja outsourcingnya karena mempekerjakan
lembur pekerja outsourcing di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selama 4

(empat) jam.
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3) Waktu Istirahat Antara Jam Kerja

Mengenai waktu istirahat antara jam kerja bagi para pekerja outsourcing,
belum ada pengaturan di Peraturan Perusahaan PT Bravo Satria Perkasa maupun
PKWT. Hasil wawancara dengan para pekerja outsourcing yang ditempatkan di
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, PT Bravo
Satria Perkasa tidak memberikan waktu istirahat antara jam kerja untuk mereka.
Akan tetapi, Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso
Yogyakarta memberikan waktu istirahat antara jam Kkerja kepada pekerja
outsourcing pada pukul 12.00-13.00 untuk yang bekerja pada shift pukul 07.00-
19.00. Ketentuan ini memang dibolehkan menurut Keputusan Bersama Menteri
Tenaga Kerja Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Nomor Kep. 275/ Men/ 1989 dan Nomor Pol Kep/04/\V/1989 tentang Pengaturan
Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Kerja Satuan
Pengaman (Satpam) bahwa pimpinan perusahaan atau badan hukum dapat
mengatur waktu kerja dan waktu istirahat.

Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, bahwa istirahat
dilakukan secara bergilir karena security hanya terdiri dari 2 (dua) orang dalam
setiap shift, tetapi dalam praktik, mereka tetap bekerja pada saat jam istirahat. Hal
ini karena jenis pekerjaan security adalah salah satu jenis pekerjaan yang selalu
menuntut kewaspadaan dari pekerjanya karena berkaitan dengan keamanan.
Jumlah pekerja outsourcing yang hanya 2 (dua) orang dalam setiap shift dirasa

kurang bagi mereka.
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4) Cuti

Pasal 41 Peraturan Perusahaan PT Bravo Satria Perkasa menyatakan bahwa
pekerja berhak atas cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari. Hasil wawancara
dengan Kepala Bagian Personalia PT Bravo Satria Perkasa, bahwa perusaaan
telah memberikan hak cuti kepada pekerja outsourcing selama 12 (dua belas) hari
dalam 1 (satu) tahun. Jika pekerja outsourcing tidak memanfaatkan hak cutinya
pada tahun berjalan, maka hak cutinya tidak dapat diakumulasikan dan akan
hangus jika telah menginjak tahun berikutnya.

Hasil wawancara dengan Supervisor Penunjang Operasional (SPO) PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, pekerja outsourcing
berhak atas cuti. Mereka yang hendak mengajukan cuti terlebih dahulu
memberitahukan permohonan cuti kepada koordinator satpam dan pihak PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta. Setelah mengadakan
pemberitahuan, pekerja outsourcing menyampaikan surat permohonan cuti
tersebut kepada pihak PT Bravo Satria Perkasa. Permohonan tersebut dapat
diizinkan atau ditolak. Pemberian izin ini adalah kewenangan dari pihak PT Bravo
Satria Perkasa karena antara pekerja outsourcing dengan PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) tidak ada hubungan hukum.

Pasal 6 ayat (9) PKWT menyatakan bahwa pekerja wajib melaporkan
kepada atasannya langsung (Pimpinan PT Bravo Satria Perkasa atau Bagian
Personalia PT Bravo Satria Perkasa) apabila berniat mengajukan permohonan izin
cuti dan izin cuti hanya akan diberikan oleh atasan langsung PT Bravo Satria

Perkasa atau bagian personalia PT Bravo Satria Perkasa untuk keperluan
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mendesak dan dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan. Jadi pihak PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) memang tidak memiliki kewenangan untuk
memberikan izin cuti pada pekerja outsourcing dan hanya berhak mendapatkan
pemberitahuan cuti dari pekerja yang bersangkutan serta mendapatkan satpam
pengganti pada saat pekerja yang bersangkutan melaksanakan cuti.

Hasil wawancara dengan Komandan Sektor (Dansek) PT Bravo Satria
Perkasa Yogyakarta, bahwa permohonan izin cuti dibuat sendiri oleh pekerja
karena tidak ada form khusus dari PT Bravo Satria Perkasa. Permohonan izin cuti
tersebut sekurang-kurangnya berisikan nama pekerja, jabatan dan unit kerja dari
pekerja yang bersangkutan, tanggal pelaksanaan cuti, lamanya cuti dan keterangan
sehingga yang bersangkutan mengambil cuti. Apabila PT Bravo Satria Perkasa
mengabulkan permohonan cuti kepada pekerja outsourcing, maka pihak PT Bravo
Satria Perkasa harus mengganti tugas dari pekerja yang cuti tersebut dengan
satpam lain yang juga ditempatkan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).

Hasil wawancara dengan Supervisor Penunjang Operasional (SPO) PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) tidak menghendaki pengganti security dari PT Bravo Satria
Perkasa yang ditempatkan di bank lain. Hal ini karena standar pelayanan setiap
bank berbeda, kecuali dalam keadaan sangat mendesak atau tidak dalam tugas
pelayanan, misalnya tugas saat hari libur dan bank tidak beroperasi atau sirkulasi.

Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing PT Bravo Satria Perkasa di
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, mereka telah

menggunakan hak cuti selama 12 (dua belas) hari dalam setahun. Jika ingin
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mengajukan cuti, jauh hari sebelumnya mereka terlebih dahulu membuat surat
permohonan cuti dan memberitahukannya kepada pihak PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta. Biasanya pemberitahuan
tersebut diberikan kepada Bagian Operasional Kantor Cabang Katamso.
Permohonan tersebut kemudian diteruskan ke PT Bravo Satria Perkasa untuk
dicarikan satpam pengganti jika mereka menyetujui permohonan cuti yang
diajukan.

3. Perlindungan Kerja Untuk Masa Setelah Bekerja

Perlindungan kerja untuk masa setelah bekerja adalah perlindungan yang
diberikan kepada pekerja outsourcing setelah berakhir kontrak kerjanya atau
bahkan tidak bekerja lagi. PKWT PT Bravo Satria Perkasa menyatakan bahwa
jangka waktu PKWT bagi pekerja outsourcing di PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) adalah 12 (dua belas) bulan. Setelah jangka waktu yang diperjanjikan
berakhir, PKWT tersebut dapat diperpanjang kembali untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun. Perpanjangan PKWT dilakukan jika pihak PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) atau PT Bravo Satria Perkasa menghendaki.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Personalia PT Bravo Satria
Perkasa, bahwa PT Bravo Satria Perkasa akan selalu mengusahakan agar pekerja
outsourcing mendapatkan perpanjangan kontrak kembali. Jika pihak PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) tidak menghendaki lagi pekerja outsourcing, maka
yang bersangkutan akan dikembalikan ke PT Bravo Satria Perkasa. Pihak PT
Bravo Satria Perkasa juga tidak akan serta merta membuang pekerja tersebut.

Pekerja outsourcing tersebut dapat ditempatkan di bank lain mitra PT Bravo
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Satria Perkasa yang membutuhkan security. Selama pekerja outsourcing tersebut
masih mampu bekerja dan tidak pernah melakukan pelanggaran berat
sebagaiamana Pasal 7 PKWT, PT Bravo Satria Perkasa tetap akan mengusahakan
pekerja outsourcing yang bersangkutan kembali bekerja.

Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Personalia PT Bravo Satria
Perkasa, juga menyatakan bahwa pekerja outsourcing yang berakhir kontrak
kerjanya baik karena berakhirnya PKWT maupun yang bersangkutan tidak
mampu lagi bekerja karena faktor tertentu, misalnya usia, mereka tidak akan
memperoleh uang pesangon, uang penggantian hak ataupun uang penghargaan
masa kerja karena status mereka adalah pekerja kontrak dengan jangka waktu
PKWT vyang relatif singkat. Akan tetapi, PT Bravo Satria Perkasa memberikan
uang jasa yang besarnya tergantung dari kebijakan pimpinan perusahaan kepada
pekerja outsourcing yang telah lama bekerja di PT Bravo Satria Perkasa.

Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
Bank Rakyat Indonesia (Persero), bahwa jika jangka waktu yang diperjanjikan
dalam PKWT berakhir, maka pihak PT Bravo Satria Perkasa akan
memperpanjang kontrak kerja tersebut jika pihak PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) masih menghendaki. Jika tidak diadakan perpanjangan, maka pekerja
outsourcing dapat ditempatkan di bank lain mitra PT Bravo Satria Perkasa dengan
PKWT vyang baru. Bagi mereka yang berakhir masa kerjanya karena tidak
diperpanjang kontraknya atau sudah tidak mampu lagi bekerja, maka tidak akan

diberikan hak-hak sebagaimana pekerja tetap, misalnya pesangon.
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C. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Perlindungan Kerja Bagi
Pekerja Outsourcing PT Bravo Satria Perkasa di PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta

PT Bravo Satria Perkasa sebagai perusahaan penyedia tenaga outsourcing,
memiliki kewajiban untuk melaksanakan perlindungan kerja kepada pekerja
outsourcing sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. Dalam pelaksanaannya, sebagian perlindungan kerja telah

diberikan, namun ada pula beberapa perlindungan kerja yang belum dilaksanakan

dengan baik oleh PT Bravo Satria Perkasa. Hal ini dikarenakan ada beberapa
faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan kerja bagi pekerja
outsourcing di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Faktor tersebut dapat berasal
dari PT Bravo Satria Perkasa, pekerja outsourcing sendiri, maupun PT Bank

Rakyat Indonesia (Persero).

1. Faktor yang Mendukung Perlindungan Kerja Bagi Pekerja Outsourcing
PT Bravo Satria Perkasa di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang
Katamso Yogyakarta

a. Struktur manajemen PT Bravo Satria Perkasa yang memadai

Manajemen dan job description yang baik memungkinkan antar unit kerja
dalam sebuah perusahaan, memiliki kejelasan tentang tugas yang harus dikerjakan
atau acuan yang digunakan sebagai batas wewenang. Dengan demikian,
perusahaan dapat menentukan bagaimana posisi seorang karyawan, mengetahui
batas wewenang supaya tidak tumpang tindih dengan rekannya dan tujuan

pekerjaan (http://essa-consulting.com/?do=article&aid=16).
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Hasil wawancara dengan Komandan Sektor (Dansek) PT Bravo Satria
Perkasa Yogyakarta, bahwa PT Bravo Satria Perkasa telah memiliki struktur
manajemen dengan pembagian tugas yang jelas untuk masing-masing jabatan.
Misalnya, masalah pekerja outsourcing, paling banyak ditangani oleh bagian
Human Resource Development (HRD) atau lebih dikenal dengan bagian
personalia. Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh bagian personalia
mencakup perekrutan, penempatan sampai dengan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) untuk para pekerja termasuk pekerja outsourcing. Tugas-tugas yang
berkaitan dengan perlindungan kerja, biasanya oleh PT Bravo Satria Perkasa juga
diberikan kepada bagian personalia. Misalnya, pekerja outsourcing melaporkan ke
bagian personalia jika terjadi perubahan atas anggota keluarga mereka. Hal ini
karena, perubahan anggota keluarga akan berpengaruh terhadap hak pekerja atas
Program Jamsostek terutama Program Jaminan Kesehatan.

Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, bahwa keberadaan
bagian personalia ini dapat menjadi saluran komunikasi yang jelas antara pekerja
outsourcing dengan PT Bravo Satria Perkasa. Misalnya, pekerja outsourcing yang
belum memiliki Kartu Kesehatan atau Kartu Jamsostek dapat segera melapor ke
bagian personalia. Permohonan izin cuti juga dimasukkan oleh pekerja
outsourcing ke bagian personalia. Dengan demikian, pekerja outsourcing
mendapatkan kemudahan jika ingin mengurus Jamsosotek atau mengajukan cuti
karena telah ada bagian khusus dalam PT Bravo Satria Perkasa yang memiliki

kewenangan menangani masalah tersebut.



114

b. Peraturan Perusahaan dan PKWT PT Bravo Satria Perkasa yang telah
mengakomodir sebagian besar perlindungan kerja.

Lalu Husni (2008: 80-81), menyatakan peraturan perusahaan adalah
peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang sekurang-kurangnya
berisikan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, syarat kerja, dan tata tertib
perusahaan. Pasal 1 angka (14) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, mengartikan perjanjian kerja sebagai “perjanjian antara pekerja/
buruh dengan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban
para pihak”. Salah satu jenis dari perjanjian kerja adalah PKWT. Peraturan
perusahaan dan PKWT, penting untuk mengakomodir perlindungan kerja bagi
para pekerja outsourcing karena keduanya memang dibuat untuk lebih menjamin
hak dan kewajiban bukan hanya bagi pengusaha, tetapi juga bagi pekerja.

PT Bravo Satria Perkasa menerbitkan peraturan perusahaan yang digunakan
bukan hanya untuk mengatur hak dan kewajiban bagi pekerja tetap, tetapi juga
untuk pekerja outsourcing. Hasil wawancara dengan Komandan Sektor (Dansek)
PT Bravo Satria Perkasa Yogyakarta, ketentuan perlindungan kerja yang telah
diatur dalam peraturan perusahaan meliputi perlindungan ekonomis, sosial dan
teknis, sebagian besar telah dilaksanakan oleh PT Bravo Satria Perkasa termasuk
untuk pekerja outsourcing. Misalnya ketentuan tentang upah, Jamsosotek untuk
pekerja, dan pemberian hak cuti. Ketentuan yang diatur dalam peraturan
perusahaan tersebut biasanya akan dimasukkan dalam rumusan PKWT antara PT

Bravo Satria Perkasa dengan pekerja outsourcing.
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Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, bahwa PT Bravo Satria
Perkasa memang telah melaksanakan sebagian besar ketentuan perlindungan kerja
yang telah diatur dalam peraturan perusahaan dan PKWT, meliputi perlindungan
ekonomis, sosial dan teknis. Misalnya untuk upah, pekerja outsourcing telah
mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PKWT dengan
cara transfer secara lansung ke rekening pekerja outsourcing. Mereka juga telah
terdaftar dalam semua program Jamsostek dan dapat memanfaatkan hak atas cuti
tahunan selama 12 (dua belas) hari. Dengan demikian, pekerja outsourcing dapat
memperoleh sebagian besar hak mereka sebagaimana yang diatur dalam Peraturan
Perusahan dan PKWT PT Bravo Satria Perkasa.

c. Para pekerja outsourcing hanya terikat kontrak kerja dengan PT Bravo Satria
Perkasa.

Pasal 65 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, menjelaskan bahwa dalam outsourcing, perusahaan penyedia
tenaga outsourcing, memberikan perlindungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi
pekerja atau buruh, sekurang-kurangnya sama dengan perlindungan kerja dan
syarat-syarat kerja pada perusahaan pemberi pekerjaan atau sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika ketentuan ini tidak terpenuhi,
menurut Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja dengan
perusahaan penyedia tenaga kerja beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja

dengan perusahaan pemberi kerja.
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Hasil wawancara dengan Komandan Sektor (Dansek) PT Bravo Satria
Perkasa Yogyakarta, bahwa PT Bravo Satria Perkasa bukanlah sebuah perusahaan
outsourcing “nakal” yang mengabaikan kewajibannya dalam memberikan
perlindungan Kkerja atau sengaja mengalihkan pekerja outsourcingnya ke
perusahaan outsourcing lain dengan nama yang berbeda, namun sebetulnya masih
dalam satu manajemen perusahaan yang sama. Sejak dinyatakan diterima sebagai
pekerja outsourcing PT Bravo Satria Perkasa, perpanjangan kontrak sampai
dengan berakhirnya hubungan kerja, mereka tetap berstatus sebagai pekerja
outsourcing PT Bravo Satria Perkasa. PT Bravo Satria Perkasa juga tetap
melaksanakan semua kewajibannya dalam memberikan perlindungan kerja kepada
pekerja outsourcing sampai dengan berakhirnya hubungan kerja.

Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, bahwa mereka sejak
awal bekerja di PT Bravo Satria Perkasa, hanya terikat kontrak PKWT dengan PT
Bravo Satria Perkasa dan sampai saat ini belum pernah mengalami pengalihan
status pekerja ke perusahaan outsourcing lain. Jangka waktu PKWT tersebut
adalah 12 (dua belas) bulan, dapat diperpanjang untuk waktu 1 (satu) tahun dan
selanjutnya jika pekerja masih dipakai lagi, akan dilakukan pembaharuan atas
PKWT tersebut. Selama menjadi pekerja outsourcing PT Bravo Satria Perkasa,
perlindungan kerja yang mereka peroleh memang diberikan oleh PT Bravo Satria
Perkasa. Dengan demikian, PT Bravo Satria Perkasa bertanggung jawab atas

keberadaan pekerja outsourcing dan memberikan perlindungan kerja bagi mereka.
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2. Faktor yang Menghambat Perlindungan Kerja Bagi Pekerja Outsourcing
PT Bravo Satria Perkasa di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang
Katamso Yogyakarta

a. Ketidakberanian pekerja outsourcing untuk menggunakan hak suara

Hak suara bagi seorang pekerja, biasanya disalurkan dan ditampung dalam
sebuah wadah yang berbentuk serikat pekerja. Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan hak kepada pekerja
atau buruh untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja. Serikat pekerja
sendiri menurut Asri Wijayanti (2009: 89), memiliki fungsi untuk memberikan
perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan
yang layak bagi pekerja dan keluarganya.

Hasil wawancara dengan Komandan Sektor (Dansek) PT Bravo Satria
Perkasa dan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, bahwa PT Bravo Satria Perkasa tidak
memiliki serikat pekerja untuk para pekerja outsourcing. Hal ini dikarenakan
pekerja outsourcing terikat PKWT dengan masa kerja yang relatif singkat.
Padahal keberadaan serikat pekerja memiliki arti penting sebagai wadah bagi
pekerja dalam menyalurkan aspirasi termasuk menyelesaikan masalah hubungan
kerja.

Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, bahwa mereka tetap
dapat menyalurkan aspirasi mereka melalui pertemuan yang diadakan oleh pekerja

outsourcing, PT Bravo Satria Perkasa atau PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
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Cabang Katamso Yogyakarta. Tetapi mereka cenderung diam dan tidak
menyampaikan aspirasi mereka, terutama jika pertemuan dihadiri juga oleh pihak
PT Bravo Satria Perkasa atau pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang
Katamso Yogyakarta. Mereka khawatir, pekerja outsourcing yang terlalu kritis
tidak akan diperpanjang lagi kontraknya oleh PT Bravo Satria Perkasa.
b. Adanya fasilitas yang belum dimanfaatkan oleh pekerja outsourcing

Menurut Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor
SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 Tentang Pengelompokkan Komponen Upah dan
Pendapatan Non Upah, yang dimaksud dengan fasilitas adalah kenikmatan dalam
bentuk nyata/ natura yang diberikan oleh perusahaan karena hal-hal yang bersifat
khusus atau untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, seperti fasilitas kendaraan
(antar jemput pekerja atau lainnya), pemberian makan secara cuma-cuma, sarana
ibadah, tempat penitipan bayi, koperasi, kantin, dan lain-lain.

Hasil wawancara dengan Komandan Sektor (Dansek) PT Bravo Satria
Perkasa Yogyakarta, bahwa PT Bravo Satria Perkasa menyediakan fasilitas
koperasi bagi para pekerja termasuk untuk pekerja outsourcing. Koperasi tersebut
memiliki fungsi simpan pinjam. Pada akhir periode tertentu akan diadakan
pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi anggota yang aktif melakukan simpan
pinjam di koperasi sehingga dapat menambah pendapatan di luar upah pekerja.

Hasil wawancara dengan pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Katamso Yogyakarta, bahwa koperasi
memang ada, tetapi mereka tidak masuk menjadi anggota koperasi. Alasan

mereka karena meminjam uang di koperasi membutuhkan proses yang lama dan
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persyaratannya mereka anggap rumit. Mereka hanya memanfaatkan koperasi
sebagai tempat pengambilan seragam. Artinya, koperasi ini belum memiliki arti
ekonomis terutama untuk menambah pendapatan para pekerja outsourcing karena

mereka tidak memanfaatkan fasilitas koperasi tersebut.



